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Perjanjian Pengikatan Jual Beli (“Perjanjian”) ini dibvat di Jakaita pada tanggal
25 . Januari 2013 oleh dan antara Pihak Peﬂamav

..............................................................................................

(sebagaimana dimaksud datam butir 1 Data-Data Perjanjian pada Lampiran 1 Perjanjian ini) dm ;
Pihak Kedua (sebagaimana dimaksud dalam butir 2 Data-Data Pesjanjian pada Lamp: a

Perjanjian ini).

Kedua belah pihak masing-masing bentindak dala
dahulu:

sat, sctempaf d;kcnal sebagax
- ual Sa‘udn Rﬁman Susun dan

- Bahwa Pihak Kedua berminat untuk Membeli SR
pada salah satn bangunan Rumah Susun di The Grecn P

Berdasarkan hal-hal tersebut di

membuat Perjanjian ini dengan ‘Lampiran | Pefjanjian ini dan

berdasarkan syarat-syarat daxiz;k wnan -ketentuan tmebnfédl bawah int
Pasal 1

Deﬂnisi

Dalam Perjanjian ini istilah-istifah di bawah mt,:kecuah secara tegas diartikan lain, mempunyai
arti sebagalmana diuraikan sebagai berikut :

a. “Agnggaran Dasar” adalah anggaran dasar Perhimpunan Penghuni termasuk setiap
'ggnambahan atau perubahannya.

b. ‘:‘Anggaran Rumah Tangga” adalah anggaran rumah tangga Perhimpunan Penghuni termasuk
setiap penambahan atau perubahannya. %

¢. “Bagian Bersama” adalah bagian Rumah Susun yang dimiliki secara tidak terpisah un
pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan satuan-satuan rumah susun. v
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“Benda Bersama” adalah benda yang bukan merupakan bagtan dari Rumah Susun,
melainkan bagian yang dimiliki bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama.

“Berifa Acara Serah Terima” berarti suatu bukti serah tenma Satuan Rumah Susun secara

fisik dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.
N

“Biaya Pemeliharaan” berarti setiap pengeluaran, tagihan atas Bagian Bersama dan/atau
Benda Bersama dan/atau Tanah Bersama termasuk tetapi tidak terbatas pada tagihan-tagihan
listrik, asuransi (tidak termasuk asuransi untuk barang-barang atau isi Satuan Rumah Susun),
pembersihan, pengelolaan, perbaikan-perbaikan, jumlah dan biaya-biaya mana akan
ditentukan dan diberitahukan oleh Pihak Pertama (sebagai pengelola sementara scbelum
terbentuknya Perbimpunan Penghuni} kepada Pihak Keduva sesuai dengan luas Satuan
Rumah Susuvn. Bizya Pemeliharasn yang dialokasikan untuk barang atau jasa yang bersifat
sebari-hari akan disebut “luran Pengeluaran”, sedangkan Biaya Pcmcl!lmraa% 3
dialokasikan unmk cadangan pengeluaran yang besar seperti perbaikan Itfi, pen;

gedung, penggantian gensei, akan disebut “Sinking Fund”.

“Biaya Penggunaan” bcram laglha*l dan bza}a Jain berkcnaan dengan

penggunaan dan pemaka
pemakaiannya, lermasu
tempat parkir.

“Hak Bersama” berarti hak I}
Rumah Susun pada Rumah Susnn yang (e n dan BagI:m Bersama, Benda B»rscxma dan

Tanah Bersama.

“‘Harga” berarti sejumla.h mng yang harus d:bdyar oleh Pibak Kedua kepada Pihak Pertama
untuk pembehan Satuan Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ]

Perjanjian int.

“Nilai Perbandingan Proporsional” adalah&a ng menun_}uk}c.m pcrbandmgan antara
Satuan Rumah Susun terhadap hak atas bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama
yang dibitung berda ‘a.gkan nilai Satuan Rumah Susnn yang bersangkutan terhadap jurnlah

nitai Rumah Susun;écara keselumhan

“Pemahk” adalah senap' oran hﬁ?@memlhka satuan rumah susun : yang memenuh; syarat

“Perhimpunan Pemlhk dan Penghum Satuan Rumah Susun adalah badan hukum yang
beranggotakan para pemilik atau pcnghum satuan rumah susun.

“Pertelaan” berarti suatu penjelasan atau rincian yang menunjukan batas yang jelas darni
masmg-masmg Satwan Rumah Susun, Bagian Bersama, Benda Bersama dan Tanah Bersama JL
beserta uraian Nilai Perbandingan Proporsional.yang dinyatakan dalam bentuk gambar dan

uraian yang disahkan oleh instansi yang berwenang.

“Rumah Susun” berarti Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam butir 3.b. Data-Data

Perjanjian dalam Lampiran )| Perjanjian ini yang merupakan suatu bangunan gedung
bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang @
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distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan
satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama
untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan Bagian Bersama, Benda Bersama dan Tanah
Bersama, dan berlokasi di Jalan Jenderal A. Yani Kavling 49, Kelurahan Rawasari,
Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, setempat dikenal dengan The Green Pramuka

Apartment.

“Satuan Rumnah Susun” berarti unit Rumah Susun yang tujuan utamanya digunakan secara
terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyat sarana penghubung ke
jalan umum, yang telah dipilih dan dimaksudkan untuk dibeli oleh Pihak Kedua dari Pihak
Pertama, yang tujuan dan penggunaannya/peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam
butir 3.a. Data-Data Perjanjian dalam Lampiran 1 dan menjadi obyek dan Perjanjian int dan
merupakan Satian Rumah Swvsun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20
Tabun 2011 tentang Rumah Susun berikut peraturan pelaksanaannya . (termasuk
perubahannya di kemudian hari), sebagaimana diuraikan dalam Pasal 2 ayat 2 Perjanjian ini.

4

in” berarti bukti kepemilikan hak atas satuan

q. “Sertipikat Hak Milik Atas Satuaa Rumah Sus
1 di atas tana"h‘ hak pengelolaan yang sudah

rumah susun di atas tapah h"
dibukukan dalam b
Susun terdin atagg

Kedua belah pihak
mengikatkan diri :

1. Untuk nantinya
4 Perjanjian m%penuhl atau dilaksanakan o]eh masmg—masmg pihak, maka Pihak Pertama
akan menjual dan menyerahkan kepada Pihak Kedua, yang dengan ini Pihak Kedua akan
membeli dan menerima penyeraban atas 1 (satw) unit Satuan Rumah Susun dengan jenis,
tempathokns:, dan luas sebagaimana dimaksud dalam butir 3 Data-Data Perjanjiaa dalam

Lampiran } Perjanjian ini.

2. Hak Milik atas Satuan Rumah Susun meliputi dan merupakan satu kesatuan dengan hak atas
Bagian Bersama, Benda Bersama dan Tanah Bersama sesuai dengan Nilai Perbandingan o

Proporsionalnya.

3. Luas Satuan Rumah Susun adalah luas yang tertera dalam Sertipikat Hak Milik Atas Satuan
Rumah Susun dan apabila terdapat perbedaan luas antara Juas yang tercantum dal%

3
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* Sedangkan biaya-biaya lainnya

Perjanjian ini dengan luas dalam Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, maka
kedua belah pihak tidak akan mengadakan klaim (funtutan atau gugatan) apapun.

Untuk penghitungan Biaya Pemeliharaan, kedua belah pihak setnju untuk tunduk kepada
luas semi gross sebagaimana dimaksud dalam butir 3.d. Data-Data Pegjunjian dalam

Lampiran 1 Perjanjian ini.

Pasal 3
Harga dan Cara Pembayaran

Harga jual beli atas Satuan Rumah adalah sebagaimana dalam butir 4.a. Data-data Perjanjian
dalam Lampiran 1 Perjanjian ini (selanjutnya disebut “Harga™), yang pembayarannya wajib
diiakukan oleh Pihak Kedua dengan cara sehagatmana ditentukan dalam butir 4.b. Data. Data

Perjanjian dalam Lampiran [ Perjanjian ini.

Harga dalam Pasal 3 ayat 1 di atas sudah temnasuk biaya-biaya sebag.umana dl'enﬁ’fﬁan
dalam butir 4.c. Data-data chanjl:m ' Lamplmn 1 Peganjlan ini. L

tennasuk ictapi tidak
ata Dat,a Perjanjian

terbatas pada bnaya-b;;:ya sebaga

Semua pcmbayamn wajlb dllakukan sccara pem.lh t:z.nna potc,ngan apapun -dan d:iak)a nakan

langsung kepada dan di kantor Pihak Pertama. _
Jika pembayaran menggunakan Bilyet Giro, maka pada wa.}rfu penandaianoan

ini Pibak Keﬁlua wajib mznyerahkan kcpada Pl'hak Pertama “@é}g

Perjanjian
‘ro dengan

Setiap pembayaran dengan cek atau bilyet g
sah, apabila seluruh dananya telah diten

yet giro yang dikeluarkan Pihak Kedua, maka Pihak
Kedua dikenakan biaya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan wajidb dibayarkan
kepada Pihak Pertam - i e B

Keterlambatan (Kehlalﬁn)&._ mbny: an dsﬁ/w
Urutan Pembayaran Dalam Hal Keterlambatan Pembayaran

~ Segala akibat hukum yang timbul kerena pcmbayarén yang tidak dilakukan menurut

ketentuan dalam Perjanjian ini merupakan risiko dan tanggung jawab Pihak Kedua.

Jika Pihak Kedua lalai atau tidak membayar angsuran dan/atau kewajiban pembayaran
lainnya berdasarkan Perjanjian ini pada waktu dan jumlab yang telah ditentukan, maka Pihak
Kedua wajib membayar kepada Pihak Pertama denda sebesar 4% (empat persen) per bulan
yang dihitung dari jumlah angsuran Harga maupun kewajiban pembayaran lainnya yang
terlambat atau kurang pembayarannya.
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1.

Apabila terdapat pembayaran yang dilakukan tidak sesuai dengan daftar jadwal pembayaran
sebagaimana ditentukan dalam Lampiran 4 perjanjian ini maupun kewajiban pembayaran
lain berdasarkan Perjanjian ini, maka untuk pembayaran-pembayaran berikutnya akan
diperhitungkan dengan urutan pembayaran sebagat berikut :

a. denda keterlambatan;
b. biaya-biaya, termasuk biaya administrasi, biaya peneh.ha:a._n dan biaya penggunaan,

serta kewajiban pembayaran lain berdasarkan Petjanjian ini;
¢. nominal angsuran.

Jika Pihak Kedua lalai atau tidak membayar angsuran, denda, biaya-biaya dan/atau
kewajiban pembayaran lain sclama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal
Jatuh tempo pembayaran, maka dengan lewatnya waktu saja telah memberikan bukti yaa
cukup bahwa Pihak Kedua telah melzalaikan kewajibannya kepada Pihak Pertama
berdasarkan Perjanjian ini, sehingga tidak diperlukan lagi peringatan atau somasi apapun
dan tanpa diperlukan putusan dari pengadilan, dan Pihak Pertama berdasarkan kelalaian
Pihak Kedua tersebut berhak membatalkan Perjanjian ini secara sepihak serta berlaku sanksi
pembatalan, sebagaimana diatur da!am sal 14 ayat 2 Peljanjian inl.

uk dengau fasﬂnas kre _1: dan kcmudxan bari
can kewajibannya terhadap bank

untuk melakukan pembayaran sisa

butang Pihak Kedua kepada baak, maka PLha.k Pepta ra membatalkan Perjanjian ini secara
sepzhak dan berlaku sanksi pemba!a]aﬂ sebagaimana diatur dazam Pasal 14 ayat 2 Perjanjian

ini.

Apabila pembayaran dilakukan oleh bank dengan n@%@ma}caﬁ fasilitas kredit atas nama
pihak ketiga (selanjutnya pibak ketiga dimaksud akan dissbut juga “Debitur’) yang disetujui
oleh Pihak Pertama dan kemudian hari Debitur wanprestasi danjatau Jakai dalam
melaksanakan kewajibannya terhadap bank yang berakibat timbulnya kewajiban bagi Pihak
Pertama untuk melakukan pembayaran sisa hutang Debitur kcpada bank, maka Pibak Kedua
menyetujui apabila Pihak Pertama membatalkan Perjanjian ini secara ‘sepihak dan berlaku
sanksi pembata!an sebagalmana d:atur da!am Pasal 14 ayal 2 Pe'z]an_}ran ini.

Pihak Pertama bczjan'i mtuk melaksanakan' pcmbangunan atas Rlu‘n.ah Susun menurut
gambar denah bang 1an dan spesifikasi yang ditandatangani oleh ‘kedua belah pihak
sebagaimana Lampu‘an 2 dan Lampiran 3 Perjanjian ini dan sesuai pula dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai tata tertib pembangunan
rumah susun dalam wilayah DKI Jakarta.
- Dalam hal terjadi perubahan atas letak/lokasi dan/atau peruntukan dan/atau luas (vang
besagsngmﬁkan) atas Satuan Rumah Susun karena perubahan, peningkatan atau perbaikan
kuaffms, penyesuaian dan/atau perubahan atas struktur/konstruksi, arsitektur, mechanical &
cnginccring (M&E), desain gambar proyek/lay out/penataan/ penempatan/ peruntukan atas
‘Rumah Susun dan/atau Satuan Rumah Susun karena sebab atau alasan apapun (termasuk
 karena adanya suatu perubahan peraturan hukum atau izin/persetujuan yang berlaku), maka
‘berlaku ketentuan :
a. Pihak Kedua berhak untuk minta pembatalan Perjanjian ini kepada Pihak Perama dan
karenanya Pihak Pertama wajib mengembalikan kepada Pihak Kedua seluruh
pembayaran yang telah dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama setelah

dikurangi dengan pajak yang berlaku dan biaya administrasi dalam jangka waktu%

5
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(empat belas) hari kerja sejak tanggal pembatalan dan Pihak Kedva dengan inj
menyatakan tidak akan mepgajukan ganti rugi maupun tuntutan dam’atau gugatan
apapun kepada Pihak Pertama, atau

b. Pihak Kedua menyetujui perubahar/pemindahan/penggantian unit atas Satuan Rumah
Susun berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, ketentuan mana wajib dinyatakan
secara tertulis oleh Pihak Kedua kepada Pibak Pertama dalam jangka wakw 14
{empat belas) hari kerja scjak diberitahukan oleh Pihak Pertama.

Setelah lewat jangka waktu tersebut, maka Pihak Pertama berhak unfuk menennikan dan

memutuskan sendiri salah satu ketentuan tersebut yang akan diberlakukan terhadap Pihak

Kedua dan keputusan mana adalah sah dan mengikat terhadap Pihak Kedua atau

penerima/pengganti haknya, dan Pibak Kedua dengan ini menyatakan tidak akan

mengajukan ganti rugi maupun funtutan dan/atau gugatan apapun kepada Pihak Pentama.

Plhak Pertama akan menyerahkan secara fisik dan bertahap sn.bag:nmana }ﬂdwal

penyelesaian proyek, kecuali
i. dalam masa pembangunan tersebut ada permintaan Pikak Kedua yang dsscm_]m crl’eh

Pihak Pertama untuk mengubah bangunannya}
ii. selama jangka waktu tersebut terjadi ‘hal-hal yang berada di lvar kekuasaan Pihak

Pertama atau alasan Keadaan Kahar (Force Majeure);

1ii.atas pcrtlmbangannya sendiri Pihak Pertama menunda penyerahan Satuan Rumah
Susun sampai dengan telah dipe uhinya seluruh kewajiban Pihak Kedus kepada
Pihak Pertama, termasuk tetapi t'erbafds Pada peiunasan :,elunﬂ} Hargw, denda-

2.4

b. Apablla dalam _]angka waktu 7 (mjuh) i:an kalcndcr setelah tanggal pembcmahmn untuk
serah terima Satuan Rumah Susun temyaga Pihak Kedua tidak datang dan/atau tidak
menandatangani Berita Acara Serah Terima Ea;;ena sebab/alasan apapun, maka Pihak Kedua
dianggap menyetu_jm bahwa penyeraban SatuaniRumah Susun telah dilakukan dan dalam hal
demikian bukti pengiriman surat pe nbertahuan untuk melaksanakan serah terima Satuan
Rumah Susun tersebut dianggap merupakan bukti yang cukup bahwa serah terima Satuan
Rumah Susun telah dilaksanakan pada hari ke 7 (tujuh) hari kaiender setelah tanggal

pemberitahuan tersebut dlsampalkan.

. Apabila Pihak Pertama udak dapat melalmkan serah terima ﬁsﬂc dan bertahap sebagaimana
jadwal penyelesaian proyel
i. dalam hal Pihak Kedua b melunasi Harga sesuai dengan jadwal penyelesaian

proyek, maka terhitung 6 (enam) bulan scjak tangoal pelunasan Harga, Pihak
Pertama aken dikenakan denda keterlambatan sebesar 1% (satu persen) per bulan dari
jumlah angsuran Harga (tidak termasuk PPN) yang telah diterima oleh Pihak Pertama
dari Pibak Kedua, dengan maksimal denda scbesar 3% (tiga persen) dari jumlah
acgsuran Harga (tidak termasuk PPN) yang telah diterima o!eh Pihak Pertama dari

Pihak Kedua.
ii. dalam hal Pihak Kedua telah melunasi Harga sebelum jadwal penyelesaian proyek, z

maka terhitung 6 (enam) bulan setelah jadwal penyelesaian proyek Pihak Pertama
akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah
angsuran Harga (tidak termasuk PPN) yang telah diterima oleh Pihak Pertama dari
Pihak Kedua, dengan maksimal denda sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah angsuran

Harga (tidak termasuk PPN) yang telah dllem‘na oleh Pihak Pertama dari Pihak

Kedua.
¢
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Apabila Pihak Pertama telah siap menyerahkan Satsan Rumah Susun sebelum batas wakt
tanggal serah terima dalam Pasal 5 ayat 2 huruf a di atas, Pihak Pertama akan
memberitahukan tentang bal tersebut kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua wajib
menermanya berdasarkan Berita Acara Serah Terima dengan tetap memenuhi kewajiban-

kewajiban pembayaran menurut Perjanjian ini.

3

4, Selama Pihak Kedua belum melunasi 50% (lima puluh persen) dari Harga, premi asuransi
bangunan, denda, biaya-biaya (termasuk Biaya Pemeliharaan dan Biaya Penggunaan) dan
kewajiban pembayaran lain, sekalipun Pihak Kedua telah menerima penyerahan Satuan
Rumah Susun sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 5 ayat 3 di atas,
kunci-kunci dari bangunannya tetap dipegang dan disimpan oleh Pihak Pertama. Bilamana
Pihak Kedua hendak melakukan pembersihan, perbaikan atau rencvasi. terhadap '
bangunannya, maka Pibak Kedua dapat meminjam kunci-kuncinya dari Pihak Per??r} na.

5. Jika Pihak Pertama telah menyelesaikan bangunannya, sedangkan chak Kedu‘ .telah

membayar kepada Pihak Pertama :

a. 50% (lima puluh persen) dar; Harga, berikut seleruh denda- denda blaya biaya dan
kewapban pembayamn lain yang terhutang {jika ada); dan &,

b. pretm asuransi menurut ketentuan Pasal 6 ayat 4 Perjanjian ini;

maka afas pemmb gan dan izin teftulis terlebih dabuly a% Pithak Pertama atau

berdasarkan petrjanjian tertulis (akia) dengan syarat-syarat dan{,igganman ketentuan yang

akan ditetapkan lebih lanjut oleh Pihak Pertama, Pihak hcdua dapat menempati atau

menghuni Saman Rumah Susun.

Pasal 6
WVasa Garansi dan Pemeliharaan

1. Pihak Pertama bertanggung jawab terhadap segala kerusakan akibat dan kesalahan konstruksi
atas Satuan Rumah Susun selama 90 (sembilan puluh) han kalender terhitung sejak langgal
serah terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal S ayat 2 atau Pasal 5 ayat 3 Perjanjian ini
(selanjutnya djsebut *“Masa Gm'ansf’) kccuali kcmakan yang diakibatkan oleh

_pkan oleh Pr.hak Pe.nama dan dibatasi pada desain dan spesxﬁkam
Satuan Rumah Susun. : -

Apabila Pibak Pertama telah selesai mélakikan perbaikan, maka Pikak Kedua wajib
mmandatnngani berita ‘acara perbaikan yang disiapkan oleh Pihak Pertama. Apabila dalam

waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah pemberitahuan dari Pihak Pertama babwa perbaikan

telah selesai, Pibuk Kedua tidak menandatangani berita acara perbaikan tersebut, maka Pihak

Pertama berhak dan sekaligus merupakan kuasa dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama

untuk menandatangani berita acara perbaikannya pada hari ke-7 (tujuh) tersebut. Terhitung

tanggal penandatanganan berita acara perbaikan tersebut, Pihak Kedua dianggap telah ((‘

mencrima perbaikannya.

3. Terhitung mulai tanggal serah terima Satuan Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 5 ayat 3 Perjanjian ini, maka segala risiko dan tanggung jawab atas

Satuan Rumah Susun, termasuk kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PB%
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Biaya Pemeliharaan, Biaya Penggunaan (termasuk tetapi tidak terbatas pada tagihan-tagihan
listrik, air dan tempat parkir) dan lain-lain, serta pemeliharaannya berahh men_]adl beban dan

wajib dibayar oleh Pihak Kedua.

Selama seluruh Harga dan kewajiban pembayaran lainnya berdasarkan Perjanjian ini belum
dilunasi oleh Pilak Kedua, maka Pihak Kedua wajib mengasuransikan bangunannya
techitung sejak tanggal serah terima Satuan Rumah Susun, kepada perusahaan asuransi yang
ditunjuk oleh Pihak Pertama terhadap babaya dan dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh
Pihak Pertama. Polis asuransi harus mencantumkan klausul klaim pertanggungan untuk

kepentingan Pihak Pertama daan disimpan oleh Pihak Pertama.

Pasal 7
Penggunasan

Pihak Kedua wajib meoggunakan Satuan Rumazh Susun sesuai dengan perunivkannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf p Perjanjian ini (juncto butir 3.a. Data-Data

Pejanjian dalam Lampiran 1 Perjanjian ini) maupun yang ditentukan olch mstansi yang
berwenang. Segala akibat yang timbul karena peng 1paan yang ndak sesuai dengan

peruntukannya menjadi risiko dan tanggungan thak Kedua

 menyelesaikan
2 Pemeliharaan dan
pada Pihak Pertana,
, meminjamkan, atau

Selama Pihak Kedua karcna scbabfalasan apapun
(melums:) sel umh Harga, denda denda, bmya~b1aya

maka Pihak Kedua tidak akan dan tidak boleh 1d.tlarang) meny_-
menyerahkan/membiarkan untuk dipergunakan atan dlkuas;u o!eh 'plhak lain/ketiga, atau

menjmmnkanfmempﬁrtanggungkan dengan cara apapup K ada pik tas seluruh atau
sebagian Satuan Rumiah Susun. b

Pasal8
Peruhahan Ban gunan

Tanpa mengurang; Letcntuan da!am Pasa_ 7 Perjan_;zan ini, selama Pihak Kedua belum
menyelesatkan (melunasi) seluruh Harga, denda-denda, bxaya«blaya dan kewajiban-
kewajiban pembayaran lain dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Perjanjian inj kepada Pihak Pertama,
maka tanpa persetujuan tertulis Pihak Pertama terlebih dulu Pihak Kedua tidak akan dan
tidak diperbolehkan (dilarang) melakukan perubahan konstruksi, perubaban bentuk ataun

perubahan yang bersifat bagaimanapun j juga atas Satuan Rumah S

Jika atas Satuan Rumah usun dilakukan pcmbahan yang bemfat bagamanapun Jjuga oleh
Pihak Kedua, maka segala akibat dan risiko sehubungan dengan perubahan tersebut,
termasuk perubaban Izin Mendirikan Bang\mannya, sepenuhnya menjadi beban dan
tanggung jawab Pihak Kedua, dan mengenai hal-hal tersebut Pihak Pertama dibebaskan oleh
Pihak Kedua dari segala tuntutan atau gugatan hukum dari pihak ketiga.

Pasal 9
Jaminan Pibak Pertama

Pihak Pertama dengan ini menanggung dan menjamin Pihak Kedua bahwa:

A

Satuan Rumah Susun dimiliki dan dikuasai sepenuhnya oleh Pihak Pertama dan Pibak
Pertama berhak dan berwenang penub untuk mengikatkan dan menjual Satman Rumah

Susun kepada Pihak Kedua;
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2. Satuan Rumah Susun tidak sedang tersangkut atau terancam dalam sengketa, bebas dara
sitean, dan belum dijual kepada pihak lain, schingga Pihak Kedua tidak mendapat
tuntutan/gugatan dari pihak lain yang mempunyat hak terlebih dahulu atau turut
mempunyai hak atas Satuan Rumah Susun tersebut;

dan karenanya Pihak Kedua dibebaskan oleh Pihak Pertama dari segala tuntutan atau gugatan

hukum terhadap hal tersebut di atas.

Pasal 10
Pajak-Pajak dan Biaya-Biaya

Rumah Susun dan penyemhannya kepada Pihak Kedua, termasuk tapi tidak terbslm d
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pcrtambahan Niiai (PPN) dan beban- bcban.. lain
yang dipungut oleh pihak yang berw menjadi beban dan wajib dibay‘ir___pleh Pihak

Kedua.

terhitung mulai  saat
agihan/biaya lain yang

Seturub  tagihan/biaya penggunaan listnk dan
sambungan/instalasiny terpasang pada Satuan Rumah %p

o

ngan dengan Satuan Rumah Susun,

Mengenai Satuan Rﬁmah Susun dan sega!a ha] yan %h
unter-part” dan karena itw Pihak

Pihak Pertama hanya mengakui Plbak'i!-K".
Pertama hanya mengakui hak dan kepen it berdasarkan Peganjian ini atau hak
dan kepentingan pihak ket:ga yang se  menerima pengalihan dari Pihak Kedua sesuai
dengan ketentuan dalam Perjanjian ini. Ptﬁ ertama tidak  berkewajiban melayani dan
berhubungan dengan pihak(-pibak) Jain yang menyat kan mempunyai hak atau turut mempunyai
hak, baik yang secara langsung atau tidak langsung, berkaitan dengan Pihak Kedua maupun
Satuan Rumah Susun ini, selain Pihak Kedua atau plhak kenga yang sah dan disetujui oleh Pihak

Pertama.

Pasal 12
Pengalihan Hak

I. Dengan dibuat dan ditandatanganinya Perjanjian ini, maka Pihak Pertama tidak berhak untuk
menjual atau mengalihkan dengan cara apapun atas Satuan Rumah Susun kepada pihak lain,
kecuali dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 4 atau Pasal 4 ayat
5 atau Pasal 4 ayat 6 atau Pasal 14 ayat 3 Perjanjian ini. -

2. Pengalihan hak-hak dan tanggung jawab atas seluruh atau sebagian Satuan Rumah. !
berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga hanya dapat dilakukan oleh Pihgk,
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setelah mendapat izin atau persetujuan tertulis darj Pthak Pertama dengan formulir yang
disediakan oleh Pibak Pertama.

Izin atau persetujuan tersebut hanya akan diberikan oleh Pihak Pertama setelah Pihak Kedua
membayar lunas kepada Pihak Pertama terlebih dulu biaya administrasi menunit Pasal 12
ayat 3 Perjanjian ini, seluruh Harga, denda, biaya-biaya dan kewajiban pembayaran lain
yang terhutang (jika ada) oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maupun kewajiban
(pembayaran) yang timbul sehubungan dengan peraturan hukum yaug sekarang maupun di

kemudian hari akan berlaku (jika ada).

Untuk pengalihan hak dan tanggung jawab atas Satuan Rumah Susun kepada pihak ketiga
dimaksud, maka Pihak Kedua dikenakan penggantian biaya administrasi sebagatmana
ditentukan dalam butu‘ 4.e. Data-Data Perjanjian dalam Lamp:ran I Perjanjian ini.

Jika Pihak Kedna mengalihkan hak-hak dan tanggung jawab tersebut kepada p:hak ga
secara tidak sah atau tanpa izin atau persctujuan terlebib dabulu dani Pihak Pertama, maka

nerjanjian pengalihan hak dengan pihak kct}g tersebut tidak berlaku dun tidak mengikat
Pihak Pertama. ' 9

Ketenlmtan P:'hak Yang

P1hak(~p1hax) vana roenerima pengalthan atau menggannkan sel
fanggung jawab ztas Satwan Rumah Susun dari Pihak Kedua
apapun, secara otomatis tunduk dan terikat sepcnuhnya pada selumh Letenm:m dalam
, namun dengan ifidak mengurangi kewajiban dari Pihak K;:dua untuk

menegaskan keterikatan tersebut dalam perjanjian mengenai pengalikan hak dan tanggung
jawab yang bersangkutan. . -

Setiap dan seluruh ketentuan dalam Perjan)xan___mz mengikat dan berlaku 1mmk kepenn.ngan
kedua belah pihak dalam Perjanjian ini da 1 para ah 11 waris dan/atau penenma/pengganti hak

dari masing-masing p?.hak . =

Dalam hal Pihak Kedua meninggal dun atau bubar/dtbubarkan sebelum penandatanganan
akta jual beli, maka dalam jangka waktu 66 (enam puluh) han kalender SC_].‘-lk meninggal atau
bubar/dibubarkannya Pihak Kedua, (para) ahli waris atau penenma!pengganu hak yang sah
dari Pihak Kedua wajib memberikan kepada Pihak Pertama bukti kcterangan waris dan/atau
alat bukti yang szh dan cukup lainnyz yang menunjukkan keabsahannya sebagai (para) ahli
waris atau pcnenmafpcnggantl hak yang sah, serta tetap berkewajiban untuk melanjutkan
pelaksanaan Perjanjian ini. Segala kewajiban dan biaya yang ‘mungkin timbul berkenaan
dengan pengalihan hak dimaksud di atas menjadi beban dan w: 'lb ditanggung oleh (para)

ahli waris atau pcn%nmdfpenggann hak dan Plhak Kedua.

Pasal 14
Pembataian

chanjtan ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak, kecuali pembatalan perjanjian oleh ﬁ
‘Pihak Pertama karena terjadi kelalaian sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 4 atau Pasal 4

ayat 5 atau Pasal 4 ayat 6 Peljanpan tnt.
Mengenai pembatalan petjanjian oleh Pibak Pertama dengan cara tersebut, kedua belah

pihak telab setuju untuk tidak memberlakukan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1266
dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. %
{
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Dalam hal terjadi pembatalan Perjanjian ini oleh Pihak Pertama berdasarkan ketentuan Pasal
4 ayat 4 atau Pasal 4 ayat 5 atau Pasal 4 ayat 6 Perjanjian ini, maka Pihak Pertama akan
mengembalikan 50% (lima puluh persen) dan jumlah vang yang telah dibayarkan oleh Pihak
Kedua kepada Pihak Pertama setelah dikurangi Booking Fee, PPN, biaya administrasi
pembatalan dan kewajiban pembayaran lainnya (jika ada).

Apabila pembatalan Perjanjian ini diminta oleh Pihak Kedua dan dapat disetujmi secara
tertulis oleh Pihak Pertama, maka Pibak Pertama akan mengembalikan 50% (limna puluh
persen) dari jumlah uang yang telah dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama

setelah dikurangi Booking Fee, PPN, biaya administrasi pembatalan dsn kewajiban

pembayaran lainnya (jika ada).

Pasal 15
Pengosongan

t 4 atau Pasal 4 ayat 5%{1311 Pésal 4 ayat

Jika Perjanjian ini berdasarkan ketent
asan apapun méajadl batal atau

6 atau Pasal 14 ayat 3 Perjanjian ini atai
dibatalkan, maka dalam waktu selambat-lambatay:
mulai tanggal surat. \
Perjanjian ini, Piha
keadaan baik dan leng
tidak dlhun.u’dltempaﬁ atau dikuasai oleh prh k

apapun.

dalam Pasal 21
1ah Susun dalam
cosong, dalam arti

Untuk setiap hari keterlambatan Pihak chua ‘me;
keadaan kosong kepada Pihak Pertama, maka Piha
sebesar 1% (satu persen) dari seluruh Harga, §

tung mulai tanggal surat pembentahuan
Satuan Rumah Susun dalam keadaan
2 mestinya, maka Pihak Pertama sewaknu-waktu
uh dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama untuk

Jika dalam 30 (tiga puluh) hari kalende
tersebut di atas "Plhak Kedua tidak mez_xye

Pihak Pertama dari pihak manapun, jika perly dengan bantuan éarl pihak/instansi yang

berwenang/bérwajib, semuanya atas bcban dan tanggun ihak Kedua, Sehubungan
dengan’ hal tersebut, Pihak Pertama berhak pula untuk nperhituingkan dan menagih
kepada Pihak Kedua denda pengosongan berdasarkan Bgsa{%i“ayat 2 di atas berikut biaya-
biaya yang mungkin akan timbul sehubungan deng: laksanaan pengosongan Satuan

Rumah Susun.

Mengenai segala sesvatu yang berhubungan dengan pengosongan Satuan Rumsh Susun
sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, kedua belah pihak sepakat untuk tidak
memberlakukan semua peraturan atau keteotuan, baik sekarang maupun di kemudian hari
akan ada, yang mewajibkan adanya bantuan atau kewenangan dari pibak/instansi yang
berwenang/berwajib dalam melaksanakan pengosongannya. Oleh karenanya Pihak Pertama
(atau kuasanya) berhak untuk melakukan pengosongan dan pengambilan kembali Satuan
Rumah Susun dengan atau tanpa bantvan dari pihak/instansi yang berwenang/berwajib,
semuanya atas biaya dan risiko yang wajib ditanggung oleb Pihak Kedua.

Pasal 16
Penandatanganan Akta Jual Beli

1
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Kedua belah pihak dengan ini berjanji dan saling mengikatkan diri untuk melangsungkan dan

menandatangani akta jual beli mengenai Satuan Rumah Susun di hadapan Pejabat Pembuat

Akta Tanah yang berwenang, segera setelah:

a. Rumah Susun (dan Satuan Rumah Susun) telah selesai dibangun seluruhnya;

b. Pihak Kedua telah membayar lunas seluruh Harga berikut seluruh denda, premi asuransi
bangunan, biaya-biaya (termasuk Biaya Pemeliharaan dan Biaya Penggunaan) dan

kewajiban pembayaran lainnya (jika ada) yang harus dibayar oleh Pihak Kedua kepada

Pihak Pertama menurut Perjanjian int;

Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun atas nama Pihak Pertama telah diterbitkan

oleh instansi yang berwenang dan telah diterima oleh Pihak Pertama; dan

lainnya termasuk tapi tidak terbatas pada biaya-biaya yang tercantum dalam butir 4. a4
Data-Data Perjanjian dalam Lampiran 1 Perjanjian ini. n

Pada waktu melangsungkan jual belt '11 hadapan Pephat PC!;]bUGI Ak?a Tanah P A

lik nama Scmplkat Hak ﬁihk Atas Satuan
i '. _laksanalcan oleh Plbak Pertama Pihzk Kedua

wajrb mernvnuhl s

kelengkapan ak'a, sus Jokumen maupun surat !amnya

Apabila Pihak Kedua t mclangsungkan dan menandatangani akta jual beli dan
melengkapi semua akta, dohlmen mavpun surat lainnya yang diperlukan untuk kelengkapan
pembuatanfpcnandatanganan akta jual beli dimaksud dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender
qejak tanggal pemberitzbuan secara ler!ulls oich plhak Penama maka scgala akibat dzan

ari h“arga vang tercantum dalam La,rplran 1 butir 4 4,
g ) secara termalis dari Pihak Pertama karena tertundanya

pcnandatangan__ akta jual beli terscbut

: pex)an.}:gxn dan pendaftaran peralihan baknya di Kantor
atau retribusi/pungutan/biaya apapun dari instansi
ajak atau retribusi/pungutan/biaya dimaksud wajib
gﬁua dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah

yang berwenang, 1
ditanggung dan dxlunas:“’?bleh Pi
ditagih oleh Pihak Pertama.

e : pasa'l 17
Pembelian Secara Angsuran

Dalam hal Satuan Rumah Susun dibeli secara angsuran dan apabila dianggap per!u Pihak
Pertama berhak pada setiap waktu untuk mengadakan suatu persetujuan dengan pihak ketiga
(termasuk bank) dimana pibak ketiga tersebut akan menggantikan kedudukan Pihak Pertama
untuk menerima uang angsuran dari Pihak Kedua dengan mempergunakan syarat-syarat yang
sama dengan yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini terutama mengenai jangka
waktu/lamanya pembayaran uang angsuran yang tidak akan mempengaruhi besarnya uang
angsuran yang harus dibayar oleh Pihak Kedua tiap-tiap bulannya. Penggantian kedudukan Pihak ﬂ

¢
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Pertama tersebut dilakukan dengan cara pihak ketiga tersebut melunasi seluruh hutang Pihak
Kedua kepada Pihak Pertama.

Pasal 18
Bukti Kelalaian

Jika dalam Perjanjian ini ditetapkan waktu untuk suatu kewajiban atau kewajiban pembayaran
dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka dengan lewatnya waktu saja telah menjadi bukti
yang cukup atas kelalaian Pibak Kedua sehingga tidak diperlukan pemberitabuan, peringatan atau.
somasi apapun dan taopa diperlukan potusan dari pengadilan, yang semuanya dengan ini seca ga 2

tepas dikesampingken oleh Pihak Kedua.

Pasal 19
Keadaan Kahar (Porre Majewe)

Keadaan Kabar (Force Majeure) dalam chanjran ini bcmrt; peristiwa yang xogadl di luar
kekuasaan manusia normal untuk mencegahnya termasuk akan tetapi tidak terbatas pada
kecelakaan, bencana alam, huru-hara, epidemi, kebakaran, banjir, ledakan, pemogokan
masal, perang, - _mbargo perubahan kondisi ekonomi, peru eraturan perundang-
undangan, pcrubaban kebijakan pemerintah, dan peristiwa I difuar kekuasaan
Pibak Pertams yang menyebabkan Pihak Pertama tidak dap: nakan kewajibannya
sesuai dengan Perjanjiap inj, termasuk peristiwa-peristiwa y ng W a!anpun masih dalam
kemampnan Pihak Pertama untuk mencegahnya, namun akan mengaklba!kan kerugian yang

sangat besar bagi Pihak Pertama.

2. Dalam hal terjadi suatu keadaan Kahar (Force Majeure) yang mengakibatkan Pihak Pertama
tidak dapat melaksanakan kewajibannya yang tercantum dalam Perjanjian ini, atau apabila
Keadaan Kahar (Force Majeure) tersebut menyebabkan pekerjaan Pihak Pertama tertunda,
maka kewajiban Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian ini akan diperpanjang untuk jangka
waktu selama berlangsungnya keadaan Keadaan Kahar (Force Majeure) terscbut tanpa
mengurangi kew*z_}lban Pihak Kedu kan Perjanjian ini.

3. Apabila sebagai akibat dari Kead Kahar (F; ce Majeure) tersebut pembangunan Rumah
Susun sefuruhnya atau sebag musnah, maka Pihak Kedua akan menunjuk dan memberi
hak kepada Pihak Pe un‘melakukan pembangunan kembali Rumah Susun. Demikian
dengan ketentuan bahwa b_laya pembangunan kembali tersebut sepenuhnya didasarkan atas
jumlah vang klaini‘yaﬂ%ﬁlpcmlch dari perusabiaan asuransi. Apabila perusahaan penilai yang
ditunjuk oleh kedua belah pihak menilai bahwa pembangunan tidak dapat dilanjutkan oleh
karena kekmangan sanfunan asuransi tersebut, maka Pikak Pertama berhak untuk mengakhiri
Perjanjian ini dan kewajiban Pihak Pertama kepada Pihak Kedua terbatas pada pembayaran
santunan tersebut kepada Pihak Kedua dan seluruh pihak yang akan menjadi pembeli dan

pemilik Satuan Rumah Susun pada Rumah Susun sesuai perbandmgau luag Satuas Rumah

Susun yang dimilikinya dan selanjutnya Pihak Kedua dengan ini menyatakan membebaskan

JP.;hak Pertama dari segala tanggung jawab dan kewajiban terhadap Pihak Kedua.

Pasal 20
e

Larangan Bagi Pihak Kedua

Selama Harga dan semua kewajiban pembayaran Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini tidak
atau belum lunas, maka Pihak Kedua dilarang untuk menjual/mengalihkan, mempenanggungk%

r
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menjaminkan, meminjamkan atau menyerahkan dengan cara/bentuk apapun baik scluruh atau
sebagian Satuan Rumah Susun kepada pihak Jain.

Pasal 21
Pemberitahuan

1. Setiap berita atau pemberitahuan kepada para pihak dalam Perjanjian ini disampaikan dengan
surat secara pribadi (dengan suatu tanda penerimaan), surat tercatat, surat kawat atau telex

dengan memakai alamat;

: Sebagaimana diuraikan dalam butir 1 Data-Data Peqanﬁan dalam.

Lampiran 1 Perjanfian ini.
- Pihak Kedua Scbagalmana dlumlk -dalam butir 2 Data-Data Perjan}:an dalam

Lampiran | Perj

., Biliak e 5

dalam Pasal 21 ayat 1 di am;‘%maka pihak

2. Jika terjadi perubahan dari
: t wajib untuk mezﬁbentahukan perubahan

yang berubah atau m
tersebut kepada pibak
terjadi atau diiaimkaz;
Segala akibat yang
lainnya, sepeauhnya r
alamatnya tersebut.

© ‘Pasal 22
Domisili Hukum

Mengenai Perjanjian ini dengan segala akjbat dan pelaksanaannya, kedua belah pihak memilih
tempat kediaman yang tetap dan scumumnya di Kantor Panitera Pcngad:hn Negen Jakarta Pusat.

§P:assl 23
Ketentuan-—Ketentuan Lain

1. Pengelolaan Sem g%\ara, Bl&@?@ﬂlphﬁﬁf&ﬂﬂ Biaya Penggunaan dan Anggaran Dasar:
Pibak Kedua setuju menerima Pihak Pertama atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak
Pertamna sebagai pengelola sementara Rumah Susun selama Perhimpunan Pemilik dan
Pengluni Satuan Rumah Susun belum terbentuk secara sah dan belum menunjuk
pengelola Rumah Susun dan belum melaksanakan tugasnya sesuai Anggaran Dasar.
b. Besamya Biaya Pemeliharaan dan Biaya Pcngglmaan akan ditentukan kemudian, dan
dapat ditinjau kembali dan diubah dari waktu ke waktu oleh Pihak Pertama sebagai
pengelola sementara untuk disesuaikan dengan tesjadinya perubahan biaya operasional
atas korponen Biaya Pemeliharaan dan Biaya Penggunaan.
c. Pihak Kedua wajib membayar Biaya Pemeliharaan dan Biaya Penggunaan di muka 4
minimal 12 (dua belas) bulan sekaligus per unit Satuan Rumah Susun.
d. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender Pihak Kedua belum juga
mefunasi pembayaran Biaya Pemeliharaan maupun Biaya Penggunaan yang telah jatuh
tempo dan tanpa mengurangi ketentvan dalam Pasal 23 ayat 1 huruf ¢ di atas, Pihak
Pertama selaku pengelola sementara berhak mengambil tindakan-tindakan yang dianggap
batk dan menerapkan sanksi-sanksi berupa penghentian atau pembatasan terhadap
fasilitas yang diberikan berkaitan dengan pengelolaan Rumah Susun, termasuk akan
tetapi tidak terbatas kepada pemutusan aliran listrik, air dan lain-lain. Y

a.
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Untuk pelaksanaan Pasal 23 ayat | huruf ¢ dan Pasal 23 ayat 1 huruf d di atas, Pihak
Pertama berhak dan sekaligus merupakan kuasa penuh dari Pihak Kedua kepada Pihak
Pertama (kuasanya) untuk melakukan pemutusan aliran listrik dan air, singkatmya
melakukan setiap dan segala perbuatan/tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan
apa yang diatur dalam Pasal 23 ayat 1 huruf ¢ dan Pasal 23 ayat | huruf a di atas, tidak
ada yang dikecualikan,

f. Apabila Biaya Pemeliharaan maupun Biaya Penggunaan telah dibayar kembali oleh
Pihak Kedua, maka Pihak Pertama akar menyambung kembali aliran listrik dan air di

dalam Satuan Rumah Susun.
Sejak tanggal serah terima berdasarkan Berita Acara Serah Terima, Pihak Kedua wajib

’ mengasuzansikan Satuan Rumah Susun dari segala risiko termasuk pertanggungan
terhadap kerugian yang diderita cleh pihak ketiga yang diakibatkan oleh kqaduan di
dalam Satuan Rumah Susun (third party liability).

h. Pihak Pertama atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Pertama sebagaé? pengelola

umah

sementara Rumah Susun setelah Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan §
Susun terbentuk secara sah dan mampu alankan fugas-tugasnya sebagamana yang
diatur dalam Anggar * Dasar, mempunyat hak sepenuhnya unmk rnggenma atau
menolak penunjukan ebagai pengeiola umah Susun. -

Pibak Kedua mey bahwa ka_ren Sn‘man Rumah Susnn n;erup ! _=aﬁ‘"«abagzan dari Rumah

Susun, maka Pi dua wajib: .. .
a. membayar 3}’5*?61’5811}!3{'331‘ dan Biaya Penggunaan ke pengelola (sementara)

Rumah Susun, sesuai tarif umum yang ditetapkan dani waktu ke waktu oleh pengelola

(sementara). e
b. tunduk dan mematuhi ;"ii-:-Letenman dalam Tata Tertib Penghunian, Angggran Dasar,

Anggaran Rumah Tangga, peraturan hngkunga“nfkawasan Rumah Susun dan peraturan
lainnya yang ditetapkan dan diberlakukan secara umum olch pengelola (sementara),
termasuk yang berkaitan dengan pengahiran, pengelolaan, perparkiran, dan hal-hal lain

yang berialia_n dengan Rumah Susun .%bﬁég: bagian dari The Green Pramuvka Apartment,
benkm“'_ g%ban-pcmbahannya dikemudian hari.

1an ini tetap :‘er!a.ku dan meng:kat kedua bclah pihak serta

para ahli wanssgggan/atau penﬁmﬁpengganh hak dari masing-masing pihak, setelah
penandatanganan akta ﬁiai beli ch hadapan chabat Pembuat Akta Tanah.

. Tanpa mengumn% kelentuan daiam Pasal 7 ayat 2 Pel'_]an_]lan ini, jika Saman Rumah Susun
akan disewakan, dlplnjamkan atau diserahkan atau untuk dipergunakan atau dikuasai oleh
pibak laiivketiga, maka pihak ketiga tersebut terikat pada ketentuan-ketentuan mengenai

penggunaan bangunan dan tata tertib lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat |
dan Pasal 23 ayat 2 Perjanjian ini, namun dengan syarat Pihak Kedua wajib terlebih dulu

mencgaskan keterikatan pihak ketiga tersebut dalam perjanjian yang bersangkutan serta tanpa
mengurangi k:owajiban dan tanggung jawab Pihak Kedua terhadap Pihak Pertama menurut

Perjanjian ini.

Dalam hal diperlukan kuasa oleh Pihak Pertama untuk menjalankan hak-haknya terhadap

Pihak Kedua berkenaan dengan Per]anpan ini, maka kuasa tersebut kata demi kata harus
dianggap telah termuat dalam Perjanjian ini, oleh karena itu tidak diperiukan lagi kuasa A
khusus yang tersendiri. Setiap dan seluruh kuasa yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada

Pihak Pertama dalam Perjanjian ini merupakan bagian yang penting dan tidak terpisahkan

dari Perjanjian ini, diberikan dengan hak substitusi serta tidak dapat dicabut kembali %

/
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dibatalkan atau berakhir karena alasan-alasan apapun, termasuk alasan-alasan yang termuat -

dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pihak Kedua selanjutnya berjanji dan mengikatkan diri untuk mensahkan semua perbuatan
(tindakan) hukum yang dilakukan oleh Pihak Pertama (kuasanya) dan membebaskan Pihak
Pertama dari segala tuntutan/gugatan hukum apapun dari pihak manapun sehubungan dengan

pembuatan dan pelaksanaan Perjanjian ini.

6. Kecuali secara tegas telah diatur dalam Perjanjian ini, maka segala sesuatu yang tidak atau
belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua

belah pihak dan sepanjang perlu akan dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan yang_-_;_a-,

merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini,

Demikianlah déngan maksud untuk terikat oleh hukum, setelah dibaca dan dimengerti isinya,
kedua beiah pihak menandatangani Perjanjian ini pada teropat dan tanggal tcrsebul p "éjwai"l

Perjanjian ini.

Pihak Kedua:
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No.0000979/Add.Chrysant/Xi/2014

Addendum ini dibuat dan ditandatangani di Jakara pada hari Jum'al tanggal 21 (dua puiuh satu) bulan
* November Tahun 2014, oleh dan antara :

CoNema EAESCIREER
No.KTP - PR ERANT,
Alamat . MAKARYA BINANGUN A/6 RT.C09 RW.003, KELURAHAN JANT!,

KECAMATAN WARU, KABUPATEN SIDOARJO, PROVINS| JAWA TIMUR

dengan inl menyatakan bahwa untuk perbuatan tindakan hukum ini telah saling memberika
persefujuan dengan Isten saya, TATIK MULYAWATI, yang iurut menandatangani sural Addend% §

Perjanjian Pengikatan Jual Beli ini.
Untuk selanjutinya disebut "Pihak Pertama”,

*» Nama . IR
No.KTP : m

Alamat

e b iR suaty perseronn terbetas yang dsdmkan ‘menurut hukum MNegara
Republlk !ndonesra berkedudt._(-én di Jakarla dan bcrarama tan Jendial Abmad Yani Kav.49,

Jakasta Pusat.
Untuk Selanjulnya disebut “Plhak Ket!ga"

Para Pihak menerangkhn 1R daholi hal- ! sebagai berikut: 5 .
» Bahwa Pihak Partama dan Pihak Ketiga telah membuat ctan menandatangam enjanjian Pengikatan
Jual Beli yang dibuat di bawah tangan Nomor 6000979 lar‘zggal 25 Januari 2013 (selanjulnya disebut
PPJB) atas 1 (satu) Unil Satuan Rumah Susun Hunian yang teretak di Green Pramuka L,lty pada

Tower CI-'RY_____ NT Lantai 18 Unit KG {seranjutn}a disebt t Unat) . .

» Bahwa Pihak*%f
sebagaimana tefcantur;1 da!am PPJB lr@ebut di atas kepada P:hak Kedua

* Bahwa Pihak Kﬁ%ua ‘dengan int rne 1)
atas Unit fersebut dari Piha
melaksanakan semua hak da

Sehubungan dengan yang lefah dlurai an di atas, Para Plhak dengan im telah setuju dan sepakat untuk
membuat Addendum terhadap PPJB lersebul dengan keienluan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

a. Pihak Pertama dengan ini mengalihkan seluruh hak, kepentingan dan kewsjibannya terhadap Unit
tersebut kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua dengan inl menerima dengan baik pengalihan
tersebut.

b. Pihak Ketiga dengan ini menyatakan seluju atas dialihkannya Unit tersebut dari Pihak Pertama
kepada Pihak Kedua.

Pasal 2

a. Pihak Kedua dan Pinak Ketiga sepakat untuk merubah ketentuan Lampiran 1 PPJB butir 4 huruf e y
selanjutnya menjadi berbunyi : %@:
[/

r
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b.

Pihak Kedua menyatakan kesediaan dan perselujuannya untuk
d.

Lampiran 1 Data-Data Perjanjian ini.
Bahwa ketentuan-ketentuan lainnya yang lidak diubah dalam Addendum ini dan tercantum dalam PPJB -
tetap berlaku dan mengikat Pihak Kedua dan Pihak Ketiga. :

Pasal 3

Menanggung dan memikul serta berjanji dan mengikatkan diri untuk segera menyelesaikan dan
membayar semua akibat dan konsekuensi yang timbul dikemudian hari, termasuk letapi tidak
terbatas pada semua resiko, kerugian sera tuntutan/gugatan berupa apapun juga dari pihak
manapun terhadap Pihak Ketiga berkenaan dengan penunjukarvpengalihan Pihak Kedua sebagai
pemilik dan pihak yang berhak atas Unit.

Menjamin dan membebaskan Pihak Keliga dan segala tuntutan/qugatan yang timbul berken%gfw

dengan penunjukan Pihak Kedua, termasuk permasalahan yang timbul diantara para pihak.
Menanggung dan membayar semua pajak, bea, denda dzn biaya yang timbul dan dikenakan smu

dengan peraturan perpajakan yang berlaku apabila ternyata dikemudian hart alas pengalihan pemrh ’__an
Unit tersebut ditetapkan sedemikian oleh instansi yang, berwenang. et

Pihak Kedua menyatakan telah. membaca dan hemaharm sepenuhnya PF‘JB tersebut di atas, dan
karenanya Pihak Kedua menyelu;ur sepenuhnya dan menaskatkan din untuk tunduk dan melaksanakan serta

Para pihak dengan ini menyatakan bahwa Add...ridum ini membentuk salu kesatuan dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari PPJB, Ketentuan-kelentuan fain dalam PPJB (termasuk dalam Sumi Fesanan),

yang tidak diubah dengan akta ini, tetap beriaku bagi para pihak.

Demikianlah dengan maksud untuk terikat oleh hukurmn, se!ela_h dibaca dan dimengerti Isinya, Para Pihak
menandatangani Perjaniian ini yang dibuat rangkap 2 {dua) masmg-masmq bermeiem cukup pada tempat

dan tanggail tersebut pad Peqanjlan ini.

Pihak Kedua,

Menyeiujui Isteri,

Pihak Ketiga

b~

r d """f

p ta Paramindo Se}ahlm

Marksting Manager Legal Manager
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Saya yang bertandatangan di bawah ini .

Nama - SRR
No. KTP . SN

Alamat . MAKARYA BINANGUN A/6 RT.009 RW.003, KELURAHAN JANTI,
KECAMATAN WARU, KABUPATEN SIDOARJO, PROVINS! JAWA TIMUR

dengan ini menyatakan bahwa untuk perbuatan tindakan hukum ini telah saling memberikan persetujuan
dengan Isteri saya, TATIK MULYAWAT], yang turul menandalangani surat pernyataan pengalihan ini.

Dengan ini menerangkan dan menyatakan dengan sebenamnya :
Bahvsa saya telah membuat dan menandatangani Surat Pemesanan No.GG02304, tanggal
Januari 2012 (uniuk selanjutnya disebul SP) dan Pefanjian Pengikatan Juai Beli Najg i
tanggal 25 Januari 2013 (untuk selanjutnya disebut PPJB), atas 1 (satu) unit Satuan Rumah Susun
:een'Pramuka Apartment) CHRYSANT Lantai 18 Unit KG

di Green Pramuka City Tower (d/h Th
(untuk sefanjutnya disebut Satuan
Kelurahan Rawasari, Keca

» Bahwa kemudian Salu
alibkan kepada ;
Nama
No.KTP

Alamat BUMI MARINA MAS TENGAH B-20 RT 002 RW.008, KELURAHAN

KE’PU_‘_TIH, KECAMATAN SU_KOLILO, KQTA SURABAYA, PROVINS] JAWA TIMUR

’__:Ii‘ di hadapan PPAT beium ﬁapaz dil aksanakan, maka saya mengajukan
pengaiihan dengsn Surat Penmchonan Pengal:han Hak leﬂanggal 24

* Bahwa oleh kare
permohenan per
November 2014
menandatangani
dalam pasal 12 ay

» Bahwa saya telah r

| tuntutan dan/atau gugatan baik secara perdata
s pengahhan Satuan Unit Apariment dimaksud.

maupun pidana kepa'dé pihak manapun a

* Bahwa afas segala hak-hak dan kewajlban-kewapbm sebagaimana ketentuan-ketentuan dalam SP
dan/atau PPJB telah beralih kepada pihak yang menerima pengalihan tersebut.

. Bahwa p?hak yang menerima pengalihan atas Satuan Unit Apartment bersedia untuk tunduk dan

terikat pada seluruh ketentuan-ketentuan yang berfaku di dalam SP dan/atau PPJB, sebagaimana

diatur dalam pasal 13 ayat 1 tentang Keterikatan Pihak Yang Menerima Pengalihan Hak dari Pihak

Kedua di PPJB.

{ 12
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timbul dikemudian hari (jika ada) sehubungan dengan kelentuan perundang-undangan yang
berlaku/peraturan dari pemerintah, maka pihak yang menerima pengalihan dengan ini bersedia
menanggung semua biaya tersebut, dan membebaskan PT Duta Paramindo Sejahtera atas hal
tersebut.

* Bahwa saya dan pihak yang menerima pengalihan dengan ini menyatakan pengalihan ini tetap sah
dan berlaku serta mengikat jika terdapat kekurangan dokumen hukum baik dari saya maupun dari
pihak yang menerima pengalihan, dan menyatakan membebaskan PT. Duta Paramindo Sejahtera

dari tanggung jawab hukum.

Demikian Sural Pernyataan ini saya buat dan dilandatangani di atas materai cukup, dengan sebenar-
benarnya, tanpa tekanan dari pihak manapun dan bersedia menanggung segsla resikonya apabila saya

lidak menrepalinya. Surat Pernyataan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

"

Yang menerima Peralihan,
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Lhe \JTEEN >/ I'TAMUKA
' APARTMENT

Lampiran 1
PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELJ

SATUAN RUMAH SUSUN &
DI THE GREEN PRAMUKA APARTMENT 49

DATA - DATA PERJANJIAN

1. Pihak Pertama s , berkedudukan di Jakarta

dan beralamat di Jalan Jenderat A.Yani Kav. 49,
Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

'. Pihak Kedua ! Nama B 5 Tt L il g
Alamat : MAKARYA BINANGUN A-6 RT/RW. 005/003
: KECAMATAN WARU, SIDOARJO
No. KTP

. Objek Perjanjian (Satuan Rumah Susun) ;

a. Jenis Satuan Rumah Susun @ (X) Satuan Rumah Susu,, erupa H nf% artemen),
Peruntukan dan Penggunaan : Human“}‘d _ ﬁrnpat Tinggal

b. Nama Rumah Susun. . The Green Pramuka Apartment, ler‘elak di Kelurahan
E Rawasari, Kecamatan Cempaka Pulih, Wilayah Jakarta =
Pusat, Propinsi DK| Jakana. .

c. Lantai, Tower, & Nomeor : Lantai 18; Tower CHRYSANT; Nomor %l

Luas Semi Gross / Nett 333 m? ( TIGA PULUH TIGA meter persegi)
{perhitungan dari luas semi gross)

328.25 m? ( DUA PULUH DELAPAN KOMA DUA PULUH LIMA meter persegiy
_ {perhitungan dari as ke as)

Harga, Cara Pembayaran, |

a. Harga e
APAN JUTA EMPAT RATUS RIBU RUPIAH )

al dengan jum ah dan wakiu a"nggal)
bayaran ; i
(% secara funai (kontan) beriahap yang }umlah angsuran
" (cicitan) dan waktu (tanggal) pembayaran angsuran ;
{ ) secara angsuran {cicilan) dengan jumiah dan waktu (tanggal)
'_ pembayaran angsuran ;
Berdasarkan daftar jadual pembayaran (paymenf schedule)
dalam Lampiran 4 Perjanjian ini

h. Cara Pembayaran *)

¢. Harga Pengikatan sudah termasuk biaya - biaya :
i. Pajak Pertambahan Nilai (PPN);

i, Penx_edlaan Jaringan Air;
iil. Pemasangan Instalasi Listrik (900 VA: Type 21/ 1300 VA: Type 33): b & éL
iv. ljin Mendirikan Bangunan (IMB). ‘
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The Green~=” Pramuka

APARTMENT

Biaya - biaya lainnya yang menjadi beban Pihak Kedua termasuk tetapi tidak terbatas pada :
i. Biaya Perolehan Hak atas Tanah & bangunan (BPHTB),
ii. Biaya pertelaan;
iii. Biaya pemecahan sertipikat induk;
iv. Biaya Pembuatan akta jual beli dan balik nama sertipikat;
v. Biaya Pemeliharaan (service charge),
vi. Biaya Penggunaan (lermasuk tetapi tidak terbatas pada tagihan-tagihan telpon, listrik, dan tem
vii. Biaya balik nama listrik & air,
viii. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

Kewajiban pembayaran lain {termasuk pajak lain) yang timbul {jika ada) sehubungan dengan
perundang-undangan yang berlaku / peratu art pem tintah;

xi. Biaya pengurusan KPA;
- xi. Biaya pengurusan Kredit Bz

Biaya Pengalihan :
i. Untuk Tipe 215 U
ii. Untuk Tipe 33 ¢ 21 Juta Rupiah);

Tanggal Pemesanan -

L

Tanggal Penyeles jan P iﬁbangun‘_;

Ketentuan-Ketentuan lain | PPN atas Harga dapat d:bebaskan khusus untuk Pibak

nakan haknya untt :bebaskan dari

nf\PPN ‘maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayal
: ntah R1 No.31 tahun 2007, Pihak

: ndiri Satuan Rumah Susun

n dalam jangka waklu 5 (lima)

lahun-sejak dlm;llkl kecuali ditentukan lain di kemudian ha
~ oleh hukum yang berlaku. Kj
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The Green <2 Pramuka

APARTMENT

Lampiran 3 KEYPLAN

PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BEL) E—FEys N
s 2 j 3 gy

SATUAN RUMAH SUSUN ’i:: 2

>

THE GREEN PRAMUKA APARTMENT

il

TOWER CHRYSANT

Denah ini hanya menunjukan lokasi Obyek perjanjian {Satuan Rumah Susun), atas
pertimbangan sendiri. Pihak pertama berhak sewaktu-waktu, dan tanpa pemberitahuan terlebih (

dahulu, mengubah denah obyek Perjanjian untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi%
(8
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The Ureen = Pramuka

APARTMENT

Lampiran 2

PERJANJAN PENGIKATAN JUAL BELI
SATUAN RUMAH SUSUN

Di THE GREEN PRAMUKA APARTMENT

SPESIFIKASI MATERIAL
THE GREEN PRAMUKA APARTMENT

PONDASI : Tiang Pancang Beton

STRUKTUR BANGUNAN
DINDING
Dinding Eksternal
Dinding internal
ATAP
PLAFON
FINISHING
DINDING INTERNAL |
Ruang Duduk
Ruang Makan
Kamar Tidur
Kamar Mandi
- DINDING EKSTERNAL
LANTAI .
Ruang Duduk
Ruang Makan
Kamar Tidur
Kamar Mandi
Balkon
JENDELA
Kusen
Kaca
PINTU
Pintu Utama
Pintu Kamar Tidur
Kamar Mandi
SANITAIR : .
Kamar e Closet Jé kok Standard
Titik Asr%%:gﬁl : Kran Dnﬁﬁ%g
DAYA LISTRIK - :900VA / 1300VA
AIR BERSIH : Standard PDAM
PERALATAN ANTISIPASI KEBAKARAN : Sprinkler & Smoke Deleclor & Heat Delecior (

ab/ Bata ! Bata R:ngan
3oard

imcoat / Calsiboard
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Lampiran 4

The Oreen % Pramuka

APARTMENT

PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI

SATUAN RUMAH SUSUN
Di THE GREEN PRAMUKA APARTMENT

JADUAL PEMBAYARAN

SATUAN RUMAH SUSUN DI THE GREEN PRAMUKA APARTMENT

Kode Unit : _
Nama : H —_
Alamat . MAKARYA BINANGUN A-6 RT/RW. 009/003
KECAMATAN WARU, SIDOARJ '
No KTP TR
" NO. TGL. JATUH TEMPO JUMLAH ]
% 31Jan 2082 2,000,000
2. 07 Feb 2012 5,214,000
3 07 Mar 2012 5,214,000
4 07 Apr 2012 5,214,000
5. 07 May 2012 5,214,000
6. 07 Jun 2012 5.214,000
7. 07 Jul 2012 5,214,000
s 07 Aug 2012 5.214,000
9. 07 Sep 2012 5,214,000
10, 07 0ct 2012 5,214,000
1. 07 Nov 2012 Rp 5,214,000
12. 07 Dec 2012 Rp 5.214,000
13. 07 Jan 2013« Rp 5,214,000
14, 07 Feb 201 Rp 5,214,000
15. 07 Mar 20 Rp 5,214,000
16. 2013 Rp 5,214,000
19 07 May 2013 1Rp 5,214,000
18. 07 Jun 2013 Rp 5,214,000
19, 07 Jul 2013 ANGSURAN 18 Rp 5,214,000
20, 07 Aug 2013 ANGSURAN 19 Rp 5,214,000
21, 07 Sep 2013 ANGSURAN 20 Rp 5,214,000
22, 07 Oct 2013 ANGSURAN 21 Rp 5,214,000
23. 07 Nov 2013 ANGSURAN 22 Rp 5,214,000
24. 07 Dec 2013 ANGSURAN 23 Rp 5,214,000
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[ No. ToL. JATUHTEMPO  The {UTECReTRANdAF ATILIKA JUMLAH
25, 07 Jan 2014 ANGEURAR ZMEN T Rp 5,214,000
26. 07 Feb 2014 ANGSURAN 25 Rp 5,214,000
- 07 Mar 2014 ANGSURAN 26 Rp 5,214,000
28. 07 Apr 2014 ANGSURAN 27 Rp 5,214,000
29. 07 May 2014 ANGSURAN 28 Rp 5,214,000
30. 07 Jun 2014 ANGSURAN 29 Rp 5,214,000
31. 07 Jul 2014 ANGSURAN 30 Rp 5,194,000
TOTAL Rp 158,400,000
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The Green 2 Pramuka

AFPARTMENT

Lampiran 3

PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BEL)

SATUAN RUMAH SUSUN

THE GREEN PRAMUKA APARTMENT

L

TOWER CHRYSANT

Denah ini hanya menunjukan lokasi Obyek perjanjian (Satuan Rumah Susun), atas
pertimbangan sendiri. Pihak pertama berhak sewaktu-waktu, dan tanpa pemberitahuan terfebih
dahulu, mengubah denah obyek Perjanjian untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi
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